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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan Tahun 2024 merupakan penyampaian

pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Nota Dinas

Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2025 tentang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan sebagai unit kerja mandiri

mempunyai kewajiban menyusun, menetapkan dan menyampaikan LAKIN Tahun

2024.

Sehubungan dengan LAKIN Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tabanan, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 . Laporan Kinerja (LAKIN) memberikan informasi tentang sasaran strategis,

program, kegiatan dan sub kegiatan.

2 . Penyusunan Sasaran Strategis merupakan langkah awal setelah itu

dikembangkan dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun Sasaran Strategis KPP Pratama Tabanan di Tahun 2024 yaitu:

a. Penerimaan  Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;

b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;

e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;

f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;

g. Penegakan hukum yang efektif;

h. Data dan Informasi yang berkualitas;

i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;

j. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.
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3 . Laporan Kinerja (LAKIN) meliputi uraian tentang ikhtisar eksekutif, perencanaan

kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tabanan merupakan salah satu bukti dalam mewujudkan visi, misi dan nilai

Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang

sadar dan peduli pajak.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LAKIN) ini masih belum sempurna, oleh

sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun. Kami

akan terus berupaya untuk dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) ini sea k u r a t 

m u n g k i n s e h i n g g a t e r w u j u d t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n yang baik (good governance)

serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tabanan, 30 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Sudarso
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BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan merupakan salah satu Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali yang berkedudukan di Denpasar.

A. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 1 nomor 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak

di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta

melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang wilayah kerjanya

saat ini meliputi 2 (dua) Daerah Tingkat II yaitu : Kabupaten Tabanan dan Kabupaten

Jembrana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, fungsi yang

diselenggarakan KPP Pratama Tabanan sebagai berikut :

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang

KPP;

3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;

4. Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak

maupun masyarakat;
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8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

9. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;

10.Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan

perpajakan;

11.Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

12.Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan

eksternal;

13.Pemutakhiran basis data perpajakan;

14.Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

15.Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

16.Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

17.Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

18.Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

19.Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

20.Pelaksanaan administrasi kantor.

B.  Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tabanan meliputi:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja,

melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan

manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan

dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis,

penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui

pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan,

perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama
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perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi

dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas

distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data,

dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan

monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hokum dan

produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan

pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan

memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui

pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan,

tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan,

dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak,

serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan

produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan

analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target

penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian

properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan

piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan

produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi

Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib

pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan

dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah,

pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan,

pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan,
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pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan

tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi

penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi

pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi KPP Pratama Tabanan. Dalam melakukan tugas sebagaimana

dimaksud, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;

b. edukasi dan konsultasi pajak;

c. pelayanan pajak;

d. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;

e. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan

f. pelaksanaan administrasi kantor.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang meliputi:

a. Pemeriksaan lengkap;

b. Pemeriksaan sederhana;

c. Pemeriksaan dalam rangka penagihan (Deliquency Audit).
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BAGAN ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN

Kepala Sub Bagian Umum dan KI

Kelompok
Jabatan Fungsional

Kepala Seksi 
Penjaminan

Kualitas Data

Kepala
Seksi

Pengawasan
I

Kepala
Seksi

Pengawasan
II

Kepala
Seksi

Pengawasan
IV

Kepala
Seksi

Pengawasan
III

Kepala
Seksi

Pengawasan
V

Pelaksana

Pelaksana

Kepala Kantor

Kepala KP2KP Negara

Pelaksana

Kepala Seksi 
Pelayanan

Kepala Seksi
Pemeriksaan,
Penilaian, dan

Penagihan

Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
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C. Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang berkedudukan di Tabanan memiliki

dua wilayah kerja yaitu Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana, serta memiliki

peran strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan

ekonomi yang telah berkembang dengan sangat cepat serta memunculkan paradigma

baru diberbagai bidang yang sangat berbeda dengan paradigma lama.

Kondisi eksternal yang sangat strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan

tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi;

2. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah;

3. Perekonomian Indonesia yang menuju pulih;

4. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat;

5. Masyarakat yang semakin demokratis dan kritis terhadap kinerja pemerintah;

6. Pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

7. Adanya tuntutan dan pengawasan dari lembaga-lembaga swasta masyarakat (LSM)

atas kinerja pemerintah;

8. Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan

tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi.

D. Kekuatan berbagai sumber daya yang ada

Kekuatan berbagai sumber daya yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tabanan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam tahun

2023 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aspek Kepegawaian

a. Berdasarkan Unit Eselon :

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan secara

keseluruhan per-31 Desember 2024 adalah sebanyak 75 pegawai, yang

terbagi sebagai berikut :

1) Kepala Kantor =   1 orang

2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal =   9 orang

3) Seksi Penjaminan dan Kualitas Data =   4 orang

4) Seksi Pelayanan      = 13 orang
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5) Seksi  Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan =   6 orang

6) Seksi Pengawasan I      =   7 orang

7) Seksi Pengawasan II =   5 orang

8) Seksi Pengawasan III =   7 orang

9) Seksi Pengawasan IV =      6 orang

10)Seksi Pengawasan V =   5 orang

11)Fungsional =   7 orang

12)KP2KP Negara                            =   5 orang

b. Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan menurut

golongan secara rinci sebagai berikut :

1) Pembina Tk.I/ IVb   =     1 orang

2) Pembina/ IVa   =     6 orang

3) Penata Tk.I/ IIId   =   11 orang

4) Penata/ IIIc   =     7 orang

5) Penata Muda Tk.I/ IIIb   =   10 orang

6) Penata Muda/ IIIa   =     9 orang

7) Pengatur Tk.I/ IId   =     5 orang

8) Pengatur/ IIc   =     5 orang

9) Pengatur Muda Tk.I/ IIb   =   20 orang

10)Pengatur Muda/ IIa   =     1 orang

2. Aspek Keuangan

Pelaksanaan kegiatan operasional dan non operasional di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Tabanan menggunakan dana yang bersumber dari APBN yaitu

DIPA Bagian Anggaran Rutin (BA15). Jumlah DIPA tahun anggaran 2024

sebesar Rp 7.100.815.000,- dengan realisasi penggunaan untuk seluruh

kegiatan tersebut sebesar Rp 6.850.201.294,- atau sebesar 96,47%, dengan

rincian sebagai berikut:

a. Untuk Belanja Pegawai, dengan pagu sebesar Rp 535.931.000,- telah

terealisasi sebesar Rp 524.321.000.000, - atau sebesar 97,83%;



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA TABANAN Halaman 11

b. Untuk Belanja Barang, dengan pagu sebesar Rp 6.224.886.000,- telah

terealisasi sebesar Rp 5.987.966.894,- atau sebesar 96,19%; dan

c. Untuk Belanja Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 339.998.000,-

telah terealisasi sebesar Rp 337.913.400,- atau sebesar 99,38%.

3. Sarana dan Prasarana

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi penerimaan pajak memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang serta

meningkatkan kinerja pegawai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan sebagai berikut :

a. Bangunan Kantor di Jalan Gatot Subroto Sanggulan No. 2, Tabanan yang

terdiri dari :

1) Ruangan Kepala Kantor

2) Ruangan Sekretariat

3) Ruangan Rapat

4) Ruangan Tempat Pelayanan Terpadu

5) Ruangan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

6) Ruangan Seksi :

a) Penjaminan Kualitas Data;

b) Pelayanan;

c) Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;

d) Fungsional Pemeriksa Pajak;

e) Pengawasan I;

f) Pengawasan II;

g) Pengawasan III;

h) Pengawasan IV, dan;

i) Pengawasan V.

7) Aula Serba Guna

8) Creative Corner

9) Tempat Bermain Anak

10) Ruang Laktasi

11) Ruang Kesehatan

12) Perpustakaan Mini
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13) Internet Corner

14) Ruang Server

15) Ruang Berkas

16) Toilet Wajib Pajak

17) Toilet Pegawai

18) Tempat Ibadah (Musholla dan Pura)

19) Parkiran Wajib Pajak (Mobil, Sepeda Motor dan Sepeda)

20) Parkiran Pegawai (Mobil dan Sepeda Motor)

21) Parkiran Mobil Dinas

22) Smoking Area (Tempat Merokok)

23) Taman

24) Ruang Generator Set (Genset)

25) Pantry/Dapur

26) Kantin

b. Rumah Dinas yang terletak di Banjar Tanah Pegat Desa Gubug Kecamatan

Tabanan Kabupaten Tabanan, sebanyak 11 unit

c. Gedung eks. KP4 Tabanan di Jalan Sudirman Desa Dajan Peken Kecamatan

Tabanan Kabupaten Tabanan yang sudah tidak efektif digunakan sebagai

gudang penyimpanan berkas dan BMN Inventaris. Selain itu untuk sarana

penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) yang telah berstatus rusak berat

sehingga tidak memenuhi gedung utama KPP Pratama Tabanan

d. Gedung KP2KP Negara di Jalan Mayor Sugianyar No.11 Desa Dauhwaru

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. KP2KP Negara juga membantu

tugas dan fungsi KPP Pratama Tabanan dalam menghimpun penerimaan

pajak khususnya di Kabupaten Jembrana

e. Gedung eks. KP2KP Negara di Jalan Mayor Sugianyar No.11 Desa Dauhwaru

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang digunakan sebagai

Gedung Satelite Office (Seksi Pengawasan II). Satelite Office (Seksi

Pengawasan II) memiliki tugas dan fungsi pengawasan kewilayahan atas

wajib pajak yang berada di wilayah Jembrana.
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E. Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tabanan  Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bab I  Pendahuluan

2. Bab II Perencanaan Kinerja

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

4. Bab IV Penutup

5. Lampiran

a. Perjanjian Kinerja 2024

b. Dokumen Lainnya
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu

organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Renstra

DJP Tahun 2020 – 2024 telah melewati proses penyusunan yang cukup panjang.

Dimulai pada awal tahun 2019 melalui tahapan penyusunan visi dan misi, dilanjutkan

dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana

Strategis Kementerian Keuangan. Rencana Strategis KPP Pratama Tabanan yang

sudah ditetapakan di awal tahun 2024 dalam bentuk PETA STRATEGI yang disusun

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak

yang terkait di KPP Pratama Tabanan dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali, sebagai

langkah perencanaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi dari KPP Pratama adalah untuk memberikan pelayanan terhadap

Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi optimalisasi

penerimaan pajak Negara. Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan

Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif,

Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan:

"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia

yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan" dan berjalan beriringan pula

dengan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan

terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan

hukum yang adil; dan

3 . Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang

berintegritas, profesional, dan bermotivasi.
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Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan

pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras

dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya

pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif,

hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan

penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan

dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam

penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis,

organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat

dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal

adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang

agile, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal.

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Begitu pula dengan KPP Pratama Tabanan yang merupakan intansi dibawah

Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan rencana strategis guna menunjang dan

mendukung keberlangsungan sasaran strategis DJP. Setelah penetapan rencana

strategis, maka KPP Pratama Tabanan menjabarkan rencana secara detail dalam

bentuk Penetapan Kinerja yang memuat beberapa hal diantaranya adalah Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja. Sasaran

Strategis KPP Pratama Tabanan yang dibuat pada awal Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan  Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
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7. Penegakan hukum yang efektif;

8. Data dan Informasi yang berkualitas;

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;

10.Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

          D a r i   S a s a r a n   S t r a t e g i s   ( S S )   d i a t a s ,   t e r d a p a t   I n d i k a t o r   K i n e r j a   U t a m a   ( I K U )   

y a n g   d i r i n c i   s e b a g a i   b e r i k u t : 

1 . Persentase realisasi penerimaan pajak;

2 . Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas;

3 . Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM);

4 . Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi;

5 . Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan 

Material (PKM);

6 . Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan;

7 . Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;

8 . Persentase pengawasan pembayaran masa;

9 . Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

1 0 .  Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;

1 1 .  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;

1 2 .  Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian;

1 3 .  Tingkat efektivitas Penagihan;

1 4 .  Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;

1 5 .  Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi   

perpajakan;

1 6 .  Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;

1 7 .  Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;

1 8 .   Indeks Penilaian Integritas Unit;

1 9 .  Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;

2 0 .   I n d e k s   k i n e r j a   k u a l i t a s   p e l a k s a n a a n   a n g g a r a n . 
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B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 pembuatan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Strategis bagi KPP

Pratama Tabanan berdasarkan pada Manual IKU yang tertuang dalam Nota Dinas

Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal

Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two

sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Tahun 2024. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat

Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu

IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan

Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal.

Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Pada tanggal 27 Agustus 2024 melalui Nota Dinas Kepala KPP Pratama Tabanan

nomor ND-1116/KPP.1708/2024, KPP Pratama Tabanan menyampaikan usulan

Refinement IKU/IKI meliputi adanya perubahan terkait Indikator Kinerja Utama

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak

badan dan orang pribadi.

Sesuai arahan nota dinas diatas, KPP Pratama Tabanan menyusun perjanjian

kinerja Kepala KPP dengan nomor PK-14/WPJ.17/2024. Pada Triwulan III Tahun 2024

terdapat Addendum Penyempurnaan dan Perubahan pada Manual IKU yang tertuang

dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 tanggal 11

September 2024 perihal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual

Indikator Kinerja Utama (IKU/IKI) Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

per Triwulan III Tahun 2024 yang mengakibatkan Indikator Kinerja Utama (IKU/IKI)

Kepala KPP Pratama mengalami Addendum, sehingga untuk Triwulan III sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2024 menggunakan target, perhitungan realisasi serta

kriteria yang mengacu kepada Manual IKU/IKI setelah Addendum (lampiran ND-

262/PJ/PJ.01/2024). Adapun Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kepala KPP Pratama Tabanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya: 
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No IKU
Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP
Persentase realisasi 
penerimaan pajak

19% 44% 44% 68% 68% 100% 100%

1b-CP

Indeks realisasi 
pertumbuhan 
penerimaan pajak 
bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan
kas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa 
(PPM)

19% 44% 44% 68% 68% 100% 100%

2b-CP

Persentase capaian 
tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib 
Pajak Badan dan 
Orang Pribadi

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material 
(PKM)

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP

Persentase perubahan 
perilaku lapor dan 
bayar atas kegiatan 
edukasi dan 
penyuluhan

10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%

4b-N

Indeks Kepuasan 
Pelayanan dan 
Efektivitas 
Penyuluhan

5 5 10 5 15 85 100

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP
Persentase 
pengawasan 
pembayaran masa

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

6 Pengawasan kepatuhan material yang efektif
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No IKU
Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

6a-CP

Persentase 
penyelesaian 
permintaan penjelasan
atas data dan/atau 
keterangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6b-N
Persentase 
pemanfaatan data 
selain tahun berjalan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6c-N

Efektivitas Pengelolaan
Komite Kepatuhan 
Wajib Pajak KPP tepat 
waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Penegakan hukum yang efektif

7a-CP
Tingkat efektivitas 
pemeriksaan dan 
penilaian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7b-CP
Tingkat efektivitas 
penagihan

15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%

7c-N

Persentase 
penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti 
Permulaan

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

8 Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP

Persentase 
penyelesaian laporan 
pengamatan dan 
penyediaan data 
potensi perpajakan

20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%

8b-CP
Persentase penghimpu
nan data regional dari 
ILAP *)

10% 25% 25% 40% 40% 55% 55%

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N
Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kebintalan SDM

100 100 100 100 100 100 100
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No IKU
Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

9b-N
Indeks Penilaian 
Integritas Unit

- - - - -
85

(skala
100)

85
(skala
100)

9c-N

Indeks efektivitas 
implementasi 
manajemen kiner ja 
dan manajemen risiko

23 47 47 70 70 90 90

10 pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-
CP

Indeks kinerja kualitas
pelaksanaan anggaran 100

(95,5
%)

100
(95,5%

)

100
(95,5%

)

100
(95,5%

)

100
(95,5%

)

100
(95,5

%)

100
(95,5%

)

2. Menjadi:

No IKU
Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP
Persentase realisasi 
penerimaan pajak

19% 44% 44% 68% 68% 100% 100%

1b-CP

Indeks realisasi 
pertumbuhan 
penerimaan pajak 
bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan
kas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa 
(PPM)

19% 44% 44% 68% 68% 100% 100%

2b-CP

Persentase capaian 
tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib 
Pajak Badan dan 
Orang Pribadi

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material 

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
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No IKU
Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

(PKM)

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP

Persentase perubahan 
perilaku lapor dan 
bayar atas kegiatan 
edukasi dan 
penyuluhan

10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%

4b-N

Indeks Kepuasan 
Pelayanan dan 
Efektivitas 
Penyuluhan

5 5 10 5 15 85 100

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP
Persentase 
pengawasan 
pembayaran masa

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

6 Pengawasan kepatuhan material yang efektif

6a-CP

Persentase 
penyelesaian 
permintaan penjelasan
atas data dan/atau 
keterangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6b-N
Persentase 
pemanfaatan data 
selain tahun berjalan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6c-N

Efektivitas Pengelolaan
Komite Kepatuhan 
Wajib Pajak KPP tepat 
waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Penegakan hukum yang efektif

7a-CP
Tingkat efektivitas 
pemeriksaan dan 
penilaian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7b-CP
Tingkat efektivitas 
penagihan

15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%

7c-N

Persentase 
penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti 
Permulaan

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
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No IKU
Target

Q1 Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y

8 Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP

Persentase 
penyelesaian laporan 
pengamatan dan 
penyediaan data 
potensi perpajakan

20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%

8b-CP
Persentase penghimpu
nan data regional dari 
ILAP *)

10% 25% 25% 40% 40% 55% 55%

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N
Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kebintalan SDM

100 100 100 100 100 100 100

9b-N
Indeks Penilaian 
Integritas Unit

- - -
85

(skala
100)

85
(skala
100)

85
(skala
100)

85
(skala
100)

9c-N

Indeks efektivitas 
implementasi 
manajemen kiner ja 
dan manajemen risiko

23 47 47 70 70 90 90

10 pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-
CP

Indeks kinerja kualitas
pelaksanaan anggaran 100

(95,5
%)

100
(95,5%

)

100
(95,5%

)

100
(95,5%

)

100
(95,5%

)

100
(95,5

%)

100
(95,5%

)

Realisasi dan target Sasaran Strategis (SS) serta Indikator Kinerja tahun 2024 dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Kode
SS/IKU

Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi

Stakeholder Perspective   

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
  

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,02%

1b-CP
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 
deviasi proyeksi perencanaan kas

100,00 100,00

Customer Perspective   
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2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi   

2a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

100,00% 99,79%

2b-CP
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

100,00% 101,61%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi   

3a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

100,00% 102,68%

Internal Process Perspective   

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
  

4a-CP
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 
kegiatan edukasi dan penyuluhan

74,00% 88,80%

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 109,92%

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif   

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 118,80%

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif   

6a-CP
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 
dan/atau keterangan

100,00% 120,00%

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00%

6c-N
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 
tepat waktu

100,00% 118,59%

7 Penegakan hukum yang efektif   

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00%

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 118,31%

7c-N
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 
Permulaan

100,00% 100,00%

8 Data dan informasi yang berkualitas   

8a-CP
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 
penyediaan data potensi perpajakan

100,00% 120,00%

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 100,00%

Learning & Growth  Perspective   

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif   

9a-N
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 
kebintalan SDM

100,00 117,40

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 95,42

9c-N
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 
manajemen risiko

90,00 100,00

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel   

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00

Realisasi KPP Pratama Tabanan diatas diperoleh searah dengan kebijakan dan strategi

nasional DJP dalam mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi
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makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian

2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi

tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda

pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan

iklim;

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi

pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024,

masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui

beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan

dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan

dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan

DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut

mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi

Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan

usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan;

penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui

Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan

retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat

kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1) Direktorat Peraturan Perpajakan I

2) Direktorat Peraturan Perpajakan II

3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax

system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak
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maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan

negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis

2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

3) Direktorat Peraturan Perpajakan I

4) Direktorat Peraturan Perpajakan II

5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-

2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara

nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis

penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem

administrasi perpajakan yang terintegrasi.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kode
SS/IKU

Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi
Indeks

Capaian

Stakeholder Perspective   100,01

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
  

100,01

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,02% 100,02

1b-CP
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

100,00 100,00 100,00

Customer Perspective   101,62

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi   100,55

2a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

100,00% 99,79% 99,79

2b-CP
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian
SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

100,00% 101,61% 101,61

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi   102,68

3a-CP
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

100,00% 102,68% 102,68

Internal Process Perspective   117,44

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
  

114,96

4a-CP
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas
kegiatan edukasi dan penyuluhan

74,00% 88,80% 120,00

4b-N
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas 
penyuluhan

100,00% 109,92% 109,92

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif   120,00

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 118,80% 120,00

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif   119,53

6a-CP
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 
atas data dan/atau keterangan

100,00% 120,00% 120,00

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 120,00% 120,00

6c-N
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 
Pajak KPP tepat waktu

100,00% 118,59% 118,59

7 Penegakan hukum yang efektif   112,69



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA TABANAN Halaman 27

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% 120,00

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 118,31% 120,00

7c-N
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 
Permulaan

100,00% 100,00% 100,00

8 Data dan informasi yang berkualitas   120,00

8a-CP
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan 
penyediaan data potensi perpajakan

100,00% 120,00% 120,00

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 100,00% 120,00

Learning & Growth  Perspective   116,79

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
  

113,59

9a-N
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan 
kegiatan kebintalan SDM

100,00 117,40 117,40

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 95,42 112,26

9c-N
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja 
dan manajemen risiko

90,00 100,00 111,11

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel   120,00

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 120,00 120,00

Nilai Kinerja Organisasi 108,88

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama

periode tertentu berupa tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang

dalam Nilai Kinerja Organisasi(NKO), NKO merupakan nilai keseluruhan capaian

IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Sampai dengan akhir tahun 2024, NKO KPP Pratama Tabanan yaitu sebesar

108.88% dengan perincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang

optimal

 Indikator Kinerja Utama (1a-CP) : Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024 KPP Pratama Tabanan per 15 januari 2025
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Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan

hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak

bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan

Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga

(SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan

(SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi

penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam

Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara

manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target

penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran

lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil

merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-

masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal

Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan

target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing

KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur

tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah

diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah

sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA TABANAN Halaman 29

Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan pajak KPP Pratama Tabanan sampai dengan akhir

Desember 2024 sebesar Rp649.648.277.468,- atau sebesar 100.02% dari

target setahun sebesar Rp649.524.016.000,-. Realisasi pada periode ini

tumbuh sebesar 26,24%, lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kegiatan yang

dilakukan adalah dengan membentuk Tim Kepatuhan, menyusun rencana

kerja untuk pengamanan penerimaan, penetapan daftar prioritas untuk

kegiatan penggalian potensi. Pelaksanakan tupoksi kantor dilakukan secara

optimal oleh seksi terkait, serta dilakukan sinergi lintas seksi maupun sinergi

dengan Kantor Wilayah. Disamping itu KPP Pratama Tabanan juga

melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di daerah untuk

penghimpunan data, melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi

perpajakan untuk menggali lebih banyak lagi potensi-potensi pajak yang ada

di wilayah kerja KPP Pratama Tabanan.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Sumber data laporan NKO Tahun 2020-2024 KPP Pratama Tabanan

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun

2024 cukup baik jika dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya

perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU

HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak

kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja

penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan

aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian

(uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax

base PPh dan PPN.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja

(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada)

dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y
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Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan

sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas

impor;

2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan

PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P

lending, serta PPN PMSE;

4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan

5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui

target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama

yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam

Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang

semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan 

kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN

yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam

Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas

secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan

harga komoditas, dan bauran kebijakan.
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e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang

capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah

mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal

melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan

Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian

kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan

penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.

c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.

d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard

restitusi.

e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas

sektor usaha.

f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan

pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di

Approweb.

g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.

h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),

dan Pemerintah Daerah Setempat.

 Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah

dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang

menjadi pendukung 

keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja 

realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:
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a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak.

Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas

ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto

mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang

melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya

Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN,

penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

3. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan

5. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca

pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun target

penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa 

kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang

memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;

2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode

semester II tahun 2022;

3. Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan

4. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya

faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

adalah: 

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor

wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja

pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;

b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan

sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan
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pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh

Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor

Pusat DJP;

c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level

nasional dan kantor wilayah;

d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi

lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan

penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan

penerimaan pajak; dan

e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil

DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan

yang telah disusun.

 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan

melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai

berikut: 

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan

dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan

membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan,

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan

dengan efisien. 

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan

memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan

hasil kinerja yang akan dicapai. 

 Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari

program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.

Program yang telah dilakukan antara lain: 
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a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang

dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi

pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan

sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi

perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi

perpajakan. 

d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan

Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan

informasi yang terkait dengan perpajakan.

 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang

telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian

kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan

melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi

penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi

adalah:

a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi

dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan

fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga

komoditas.

b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan

memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan

sosialisasi kepada Wajib Pajak. 

c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat

dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak,

membagun budaya keptuahn pajak melalui universitas dan sarana

pendidikan. 

 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang

telah diambil untuk mengatasi kendala
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Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala,

beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian

yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan,

menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin

dan menindaklanjuti laporan tersebut. 

b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi

kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan

nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis,

joint business process)

 Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU

dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social

Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima

manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and

Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan

untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi

ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah

disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum

serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan

penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja

sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja

program jaring pengaman sosial.

 Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam

perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan

kemiskinan ekstrem
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Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat

memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap

golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan

nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. 

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi

ketidaksetaraan gender. 

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di

wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian

subsidi serta program bantuan langsung tunai.

 Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

 Indikator Kinerja Utama (1b-CP) : Indeks realisasi pertumbuhan

penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024 KPP Pratama Tabanan per 15-01-2025
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Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan

hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

"Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas."

Formula IKU

Realisasi IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 Sebesar 100.00%.

Dengan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama

Tabanan Tahun 2024 terealisasi sebesar 120% dan Indeks realisasi Deviasi

Perencanaan Kas KPP Pratama Tabanan Tahun 2024 terealisasi sebesar

80%. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Tabanan yaitu

dengan melakukan pengawasan pembayaran wajib pajak penentu

penerimaan, melakukan penyuluhan dan edukasi kewajiban perpajakan serta

melakukan pengawasan dan penggalian potensi secara sektoral.

Sedangkan untuk realisasi Deviasi Perencanaan Kas KPP Pratama Tabanan,

kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan proyeksi penerimaan,

pengolahan dan membandingkan data penerimaan dengan bulan

sebelumnya atau tahun sebelumnya.

2. Sasaran Startegis (SS) 2 :  Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

 Indikator Kinerja Utama (2a-CP) : Persentase realisasi penerimaan

pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
= (50% x Indeks Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto) + (50% x
Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas).
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Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian

penerimaan pajak yang optimal

Deskripsi IKU

"Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor

Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur

tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang

ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka

Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi

Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan

pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah

DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak."

Formula IKU

Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sejumlah

Rp595.686.715.149,- atau sebesar 99,78% dari target setahun sejumlah

Rp596.978.381.000,-. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
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Pengawasan Pembayaran Masa dicapai melalui kegiatan penerbitan STP

Tahun pajak berjalan, kegiatan ekstensifikasi, penerbitan SP2DK kepada

WP yang tidak secara rutin, pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak

yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan, dan pengawasan Wajib

Pajak penentu penerimaan dan/atau Wajib Pajak sektor dominan di KPP

Pratama Tabanan.

 Indikator Kinerja Utama (2b-CP) : Persentase capaian tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian

penerimaan pajak yang optimal

Deskripsi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh

WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT

Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi

dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT

Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak

atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$  yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi

Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan

oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024

termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir

penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT

Tahunan PPh).
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4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi

dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai

kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk:

bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor

Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang

diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis

lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban

menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana

dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur

dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang

memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur

dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024

adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun

2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT

Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau

selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan

Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan

Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang

menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik

Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi

dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Realisasi IKU

Sampai dengan akhir tahun 2024 dari target 57.004 SPT, telah terealisasi

sebesar 101.61% atau sebanyak 57.921 SPT dari target 100%, Hal ini
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merupakan hasil dari tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama

Tabanan yaitu:

1) Mengirimkan SMS dan Whatsapp Blast kepada wajib pajak yang

mengingatkan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak;

2) Mengirimkan surat himbauan kepada OPD di Kabupaten Tabanan dan

Jembrana serta Instansi Vertikal dalam rangka mengingatkan pegawai

atas kewajiban  penyampaian SPT Tahunan;

3) Menerbitkan STP denda Pasal 7 KUP;

4) Bekerjasama dengan Pemerintahan Desa untuk membuka pojok pajak

di Desa Desa yang menjadi kantong SPT (memilik jumlah Wajib SPT

yang besar) dan melakukan penyisiran door to door untuk jemput bola

pelaporan SPT didampingi oleh perangkat desa;

5) Melakukan himbauan masal atas wajib pajak yang belum menyampaikan

SPT Tahunan;

6) Melakukan edukasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dan

memantau hasil perubahan prilaku wajib pajak atas kegiatan tersebut;

7) Mengadakan kelas pajak untuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang

Pribadi dan Badan;

8) Melakukan mapping wajib pajak per-wilayah/desa untuk mempermudah

pengawasan penyampaian SPT Tahunan dan kunjungan kerja ke tempat

usaha wajib pajak berdasarkan skala prioritas;

9) Menerbitkan Surat Teguran terhadap wajib pajak wajib lapor SPT yang

belum menyampaikan pelaporan SPT Tahunan;

10)Memandu tata cara pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh

melalui telepon/whatsapp;

11)Membentuk Tim Satgas SPT Tahunan dengan tugas menghubungi

Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

3. Sasaran Startegis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

 Indikator Kinerja Utama (3a-CP) : Persentase realisasi penerimaan

pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
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Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai

tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan

penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Deskripsi IKU

"Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

(PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat

DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang

Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target

penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak

hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan

telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota

dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

(PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian

Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP

adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh

Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan

Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak."

Formula IKU

Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material

(PKM) sampai dengan Triwulan IV 2024 sejumlah Rp53.953.152.409,- atau

sebesar 102.68% dari target setahun sejumlah Rp52.545.635.000.

Pengawasan kepatuhan material sangat menunjang realisasi penerimaan

pajak terutama atas kewajiban pajak tahun sebelumnya yang dinilai masih

belum mencerminkan keadaan sebenarnya dari wajib pajak. Adanya upaya
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dari wajib pajak untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan baik karena

sengaja atau ketidaktahuan mereka terlebih lagi karena adanya kesulitan

likuiditas membuat penerimaan dari sisi ini mengalami hambatan.

Pencapaian target penerimaan dari kegiatan pengawasan kepatuhan

material dicapai dengan Langkah menentukan daftar prioritas baik dari

kegiatan pengawasan, pemeriksaan maupun penagihan agar kegiatan

pengawasan material dilakukan secara efektif. Penentuan daftar Prioritas

dilakukan dengan menggunakan data internal dan eksternal atas WP yang

memiliki risiko tinggi serta memiliki kemampuan bayar yang tinggi pula.

Sinergi yang baik antar seksi juga merupakan faktor pendorong yang sangat

besar tercapainya target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengawasan Kepatuhan Material.

4. Sasaran Startegis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

 Indikator Kinerja Utama (4a-CP) : Persentase perubahan perilaku lapor

dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta

pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu,

dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Deskripsi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah

maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses

mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani,

rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran

perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan

perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi
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dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.Kegiatan penyuluhan dibagi

menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan

Perilaku 

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah

kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara

aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi

sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau

tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai

kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio

kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi

kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi

kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal

sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana

kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh

masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan

minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi

Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang

melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah

rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk

masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran

Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi

perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan

tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan

sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah

sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
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a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah

pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi

edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan

tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur

Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk

Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024"

Formula IKU

Realisasi IKU

Realisasi persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 120,00% (nilai maksimal diakui oleh

aplikasi https://sisuluh/ adalah 84.00%) dari target setahun sebesar 70.00%

dengan perincian penyuluhan di KPP mencapai realisasi sebesar 120.00%

kegiatan penyuluhan dari target 41 kegiatan penyuluhan dan di KP2KP

terealisasi sebesar 120.00% kegiatan penyuluhan dari target 31 kegiatan

penyuluhan. Realisasi ini diperoleh karena telah dilaksanakan kegiatan

Penyusunan skala prioritas sesuai den gan JT / urgensi pekerjaan yang harus

diselesaikan, dan Pembuatan Rencana Kinerja berdasarkan jangka waktu

(time line) yang jelas dan pemantauan yang ketat secara berkala.

 Indikator Kinerja Utama (4b-N) : Indeks kepuasan pelayanan dan

efektivitas penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

https://sisuluh/
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Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta

pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat

waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

Deskripsi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam

pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang

efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak

dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan

Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil

Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang

dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas

pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi

perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan

oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja

vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan

Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan

sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil

survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
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Formula IKU

Realisasi IKU

Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan Tahun 2024 dihitung

berdasarkan hasil survei Direktorat P2Humas kepada wajib pajak yang ada

di wilayah kerja masing-masing KPP terdaftar. Capaian Indeks Efektifitas

Penyuluhan dan Pelayanan KPP Pratama Tabanan sebesar 91,92. Target

responden ialah Wajib Pajak KPP Pratama Tabanan non pegawai DJP

sebanyak 30 Wajib Pajak yang pernah mendapatkan layanan perpajakan

dan/atau pernah mengikuti penyuluhan perpajakan pada tahun 2024. Namun

terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pegawai dalam melaksanakan

survei kepada wajib pajan yakni adanya perbedaan persepsi atas substansi

survey dari sisi internal dan eksternal seperti persepsi pelayanan dari sisi

ekternal meliputi seluruh pengalaman yang diperoleh WP ketika

melaksanakan kewajiban perpajakan namun dari sisi internal sebatas

pelayanan di seksi pelayanan dan loket. Hal ini dapat diselesaikan melalui

upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai KPP dengan Sosialisasi

terkait substansi, tujuan dan konten pertanyaan yang ada di dalam survey

dan Pendampingan responden dalam pengisian survey sehingga responden

paham terkait substansi dan tujuan dari survey tersebut.

5. Sasaran Startegis (SS)  5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

 Indikator Kinerja Utama (5a-CP) : Persentase pengawasan pembayaran

masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian

dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga
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kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai

optimal.

Deskripsi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan

terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan

yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo

penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi

menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis

Kewilayahan).

Formula IKU

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 realisasi Persentase pengawasan

pembayaran masa sebesar 118.80% dari target 90% sehingga capaian IKU

sebesar 120.00%. Untuk mencapai realisasi tersebut terdapat beberapa

tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah menindaklanjuti daftar

prioritas penerbitan STP, melakukan Tindakan ekstensifikasi dengan

menindaklanjuti Daftar Prioritas Sasaran Ekstensifikasi serta melakukan

kegiatan ekstensifikasi melalui pengamatan di Lapangan. Kegiatan lain yang

dilakukan diantaranya dengan melakukan pengawasan terhadap kewajiban

pemenuhan pembayaran masa WP dan melakukan tindak lanjut terhadap

data matching yang muncul. Melakukan Penelitian dan Pengawasan

terhadap Kewajiban Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan kebenaran

PPh Ps 25 berdasarkan SPT Tahun sebelumnya dan menindaklanjuti data

internal untuk kepatuhan Wajib Pajak pada tahun pajak berjalan.
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6. Sasaran Startegis (SS)  6 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

 Indikator Kinerja Utama (6a-CP) : Persentase penyelesaian permintaan

penjelasan atas data dan/atau keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data

berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.

Deskripsi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah

satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data

dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak

Strategis (bobot 50%); dan

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak

Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Formula IKU

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 realisasi penyelesaian permintaan

penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 123.43% dari target

100% sehingga capaian sebesar 120%. Untuk pencapaian target

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan ini, yang perlu menjadi perhatian adalah jangka waktu Wajib

Pajak merespon Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan (SP2DK). Kendala yang sering terjadi di KPP Pratama Tabanan
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adalah respon Wajib Pajak terhadap SP2DK dan alamat yang tidak valid

sehingga SP2DK tidak sampai kepada Wajib Pajak. Untuk memitigasi hal

tersebut, dilakukan kegiatan visit untuk mengetahui lokasi Wajib Pajak.

Untuk pencapaian target ini juga dilakukan konseling berkala dengan

memperhatikan time manajemen.

 Indikator Kinerja Utama (6b-N) : Persentase pemanfaatan data selain

tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data

berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.

Deskripsi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua)

komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi

dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah

persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang

Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya

Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

Realisasi IKU

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase

perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data

Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang

memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Persentase

pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian
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pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua)

komponenyaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2024 IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun

berjalan telah terealisasi sebesar 120.00% dari target setahun sebesar

100.00%. Realisasi ini didapatkan dari persentase pemanfaatan data STP

yakni persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan

yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang

seharusnya diterbitkan dan persentase pemanfaatan Data Matching yakni

persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu

selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki

Data Pemicu selain tahun berjalan. Realisasi ini diperoleh dengan

melakukan Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan

kepatuhan material WP dan menindaklanjuti temuan BPK atas data STP.

Data realisasi diambil dari situs mandor-djp/ dan penjagaan manual jumlah

laporan oleh masing-masing Seksi Pengawasan Kewilayahan.

 Indikator Kinerja Utama (6c-N) : Efektivitas Pengelolaan Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data

berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.

Deskripsi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam

rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan

Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA TABANAN Halaman 52

dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap

target PKM Pemeriksaan.

Formula IKU

Realisasi IKU

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat

waktu s.d TW IV 2024 sebesar 118,59 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak

KPP tepat waktu = 120%

2. Realisasi Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan = 116,48%

3. Realisaisi Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap

target PKM Pemeriksaan = 120%

Ketiga Komponen tersebut kemudian dikali dengan masing-masing bobot

dengan rincian sebagai berikut : 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite

kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap

target PKM Pemeriksaan.

7. Sasaran Startegis (SS)  7 : Penegakan hukum yang efektif

 Indikator Kinerja Utama (7a-CP) : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan

penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
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Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,

penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan

efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Deskripsi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur

berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data

potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun

berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan

tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas

Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian

penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas

pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula IKU

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Tingkat Efektivitas

Pemeriksaan dan Penilaian sebesar 120.00% dari target sebesar 100,00%

sehingga capaiannya sebesar 120,00% dengan SKP terbit sebesar

Rp7.741.490.610,- dari potensi DSPP sebesar Rp10.856.355.833,- atau

sebesar 71,31% persentase jumlah SKP terbit dibandingkan dengan potensi

DSPP. Realisasi penyelesaian pemeriksaan adalah sebesar 62,4 LHP

Konversi dari target sebesar 78 LHP Konversi atau sebesar 80% dari target
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penyelesaian. Sampai dengan akhir Desember 2024 Seksi P3 sudah

melalukan 7 penilaian kantor yang berkolaborasi dengan Kanwil DJP Bali.

 Indikator Kinerja Utama (7b-CP) : Tingkat efektivitas penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,

penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan

efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Deskripsi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat

efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula IKU
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Realisasi IKU

Realisasi efektifitas penagihan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

sebanyak 118,31% dari target 75% sehingga tercapai realisasi IKU sebesar

120%. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai realisasi

tersebut yaitu melaksanakan mapping piutang pajak untuk meningkatkan

eskalasi tindakan penagihan secara efektif, melakukan identifikasi wajib

pajak yang diragukan itkad baik dalam melunasi tunggakan pajak, dan

melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Seksi Bimbingan

Penagihan di Kantor Wilayah DJP Bali serta Direktorat Pemeriksaan dan

Penagihan guna optimalisasi tindakan penagihan. Data lain yang diperoleh

oleh KPP Pratama Tabanan yakni:

1. Target Surat Teguran selama satu tahun sebanyak 2300 sampai dengan

Triwulan IV terealisasi sebanyak 5387 sehingga nilai efektivitas

Penagihan Surat Teguran sebesar 120%.

2. Target Surat Paksa selama satu tahun sebanyak 1208 sampai dengan

Triwulan IV terealisasi sebanyak 1789 sehingga nilai efektivitas

Penagihan Surat Paksa sebesar 120%.

3. Target Kegiatan Blokir selama satu tahun sebanyak 24 sampai dengan

Triwulan IV terealisasi sebanyak 107 sehingga nilai efektivitas Penagihan

Surat Paksa sebesar 120%.

4. Target SPMP/Sita selama satu tahun sebanyak 44 sampai dengan

Triwulan IV terealisasi sebanyak 43 sehingga nilai efektivitas Penagihan

SPMP/Sita sebesar 97,73%.

5. Target Penjualan Barang Sitaan selama satu tahun sebanyak 7 sampai

dengan Triwulan IV terealisasi sebanyak 17 sehingga nilai efektivitas

Penagihan Surat Paksa sebesar 120%.

6. Target Pencegahaan selama satu tahun sebanyak 1 sampai dengan

Triwulan IV terealisasi sebanyak 1, Pencegahan tidak termasuk IKU

Efektivitas Penagihan.

7. Target Variabel Tindak Lanjut DSPC sebanyak 50 sampai dengan

Triwulan IV telah tercapai sebanyak 58 dengan nilai sebesar 120%

8. Target Variabel Pencairan DSPC sebesar Rp 3.195.047.500 sampai

dengan Triwulan IV telah tercapai sebesar Rp 4.452.657.734 dengan nilai

sebesar 120%.
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 Indikator Kinerja Utama (7c-N) : Persentase Penyampaian Usul

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,

penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan

efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Deskripsi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan

analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan

analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan,

pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau

pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti

Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu

dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun

Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat

diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan

Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang

tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, Presentase realisasi penyampaian

usul pemeriksaan bukti permulaan di KPP Pratama Tabanan sebesar 100%

hal ini dikarenakan sudah adanya 1 bukti permulaan yang diajukan melalui

nota dinas ke kanwil DJP Bali dengan bukti nota dinas berikut :

Nomor ND : ND-642/WPJ.174/2024 tanggal 27 September 2024
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Nomor BA : BA-15/USULBP/WPJ.174/2024 tanggal 27 September 2024

(kesimpulan: diterima usul buper)

8. Sasaran Startegis (SS)  8 : Data dan Informasi yang berkualitas

 Indikator Kinerja Utama (8a-CP) : Persentase Penyediaan Data Potensi

Perpajakan dan Laporan Pengamatan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk

mendukung pengambilan keputusan.

Deskripsi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase

penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing

komponen Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan

Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Formula IKU

Realisasi IKU

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase

penyediaan data potensi perpajakan. Untuk menyediakan data potensi pajak

yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam

mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan, KPP Pratama Tabanan telah

melakukan banyak upaya dan kegiatan diantaranya adalah kegiatan

Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib

Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan
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atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak

sebagai pemungut atau pemotong pajak, kegiatan Ekstensifikasi

perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam

rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan

Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian

potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, kegiatan Penagihan, yang di

antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib

pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau

penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka

pengamanan penerimaan pajak, egiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk

mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk

tujuan lain, kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan

terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran

usaha Wajib Pajak, serta egiatan produksi data melalui Kegiatan

Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data.

Realisasi untuk IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan

penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 120.00%. Realisasi ini

diperoleh dari jumlah kegiatan penyediaan data potensi perpajakan yang

didapatkan sejumlah 1070 data dari target 810 data.

 Indikator Kinerja Utama (8b-CP) : Persentase penghimpunan data

regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini

mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang

bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban

penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya,
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dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-

DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk

kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data

yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data

tahun 2023. Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama

Tabanan Tahun 2024 sebesar 100,00%. Target Wajib Data sehubungan

dengan IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP KPP Pratama Tabanan

adalah 12 Jenis Data Utama dan 7 Jenis Data Lainnya. Kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah melakukan koordinasi dengan

instansi terkait untuk mendapatkan data ILAP yang dimaksud, melakukan

visit permintaan data ILAP ke instansi terkait, dan melakukan pengolahan

data ILAP.

9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

 Indikator Kinerja Utama (9a-CP) : Tingkat Kualitas Kompetensi dan

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas,

dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan

lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang

meliputi 3 Aspek, yaitu: 

a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan

pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural

dan pengembangannya;
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b. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur

berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional

serta pengembangannya;

c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan

pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan

melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap

dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni

bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan

berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di

Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai

Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul,

dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU
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Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintaan

SDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 117.40 dari

target 100.00. Hal tersebut dapat tercapai karena pegawai KPP Pratama

Tabanan telah memenuhi standar kompetensi tatap muka dan standar

kompetensi daring melalui e-learning . Untuk dapat mencapai realisasi

tersebut tindakan yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu melaksanakan

In House Training (IHT) dan e-learning sesuai panduan pada manual IKU,

melakukan monitoring dan membuat nota dinas terkait pengerjaan e-learning

di aplikasi studiA bagi pegawai yang belum mengerjakan, serta meminta

kepada pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) maupun

edukasi terkait pengembangan kapasitas pegawai untuk menyampaikan

ilmu yang telah didapat kepada pegawai yang lain melalui kegiatan In House

Training (IHT) dan morning activity. Pelaksanaan Kebintalan pada Triwulan

IV sudah terealisasi sebanyak 16 kegiatan dari target 6 kegiatan.

 Indikator Kerja Utama (9b-N) : Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas,

dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan

lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara

mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama

survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

2. pengawasan kepatuhan;

3. pemeriksaan pajak;

4. penagihan pajak.
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- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari

survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib

Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari

survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib

Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei

kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang

telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei

kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib

Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17,

dengan rincian:

a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal

dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);

b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang

terbukti fraud (minus 6);

c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk

mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);

d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH*  (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara

proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria

(pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan

oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.

Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota

Dinas Direktur KITSDA. Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Formula IKU
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Realisasi IKU

Dari 4 komponen diatas Wajib Pajak KPP Pratama Tabanan yang dijadikan

responden, realisasi indeks yang dicapai oleh KPP Pratama Tabanan

sebesar 95.42 dari target 85, sehingga Capaian IKU yang didapat adalah

112.26%. Survei dikirim langsung oleh KITSDA kepada responden eksternal

(Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima

layanan masing-masing probis berdasarkan longlist responden yang telah

dikirimkan oleh unit kerja. Namun kendala yang sering teradi adalah

beberapa responden (Wajib Pajak) tidak mengetahui adanya survei yang

dikirimkan pada email karena terdapat email yang sudah tidak digunakan.

 Indikator Kerja Utama (9c-N) : Indeks Efektivitas Implementasi

Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas,

dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan

lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Deskripsi IKU

a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022

tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan,

antara lain diatur bahwa:
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1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan

sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,

akuntabel, partisipatif, dan transparan. 

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen

kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem

manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. 

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja

organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode

tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya

sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama

periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur

manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three.

Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1

(satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki

tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja

organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di

Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1

(satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki

tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai

unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor

pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan

Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah

sebagai berikut:
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1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor

Pelayanan Pajak; dan

2. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua)

komponen sebagai berikut:

a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada

peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja

diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam

meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu

mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan

objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2

(dua) kegiatan sebagai berikut: Pelaksanaan penyampaian imbauan

terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja

Organisasi (DKO). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas

Direktur KITSDA. 

b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur

efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di

lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas

pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan

Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan

disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas

pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor

Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas

pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur

KITSDA.Keterangan:
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Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak

merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Formula IKU

Realisasi IKU

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan

pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk

mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi

organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan

periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-105/KMK.01/2022.

Persiapan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan DKO dan Mitigasi

Resiko KPP Pratama Tabanan dikerjakan secara maksimal setiap triwulan

serta dilakukan pemantauan kinerja kantor secara bulanan maupun

triwulanan sehingga realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 atas IKU

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

sebesar 100%, dengan capaian IKU sebesar 111.11%.

10.   Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

 Indikator Kerja Utama (10a-CP): Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan

Anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi,

dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus

pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan

praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi

dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil

berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Deskripsi IKU
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Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus

dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip

hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output

sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada

PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan

anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan

ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota

Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024

tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan

Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian

Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan

efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak

dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi.

Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan

perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan

Perpajakan.

Formula IKU
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Realisasi IKU

Pada Tahun Anggaran 2024 nilai IKKPA KPP Pratama Tabanan sebesar

120.00% dengan rincian nilai IKPA sebesar 99,49% dan nilai SMART

sebesar 99,75%. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksaaan

anggaran di KPP Pratama Tabanan dengan memperhitungkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan sebagai pengukuran kinerja dan

memperhatikan jumlah penyerapan dan nilai efisiensi. Beberapa hal yang

telah dilaksanakan terkait dengan pelaksaan anggaran adalah sebagai

berikut:

1) Melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan pada PER-9/PB/2023;



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA TABANAN Halaman 69

2) Melakukan perencanaan anggaran secara akurat dan melakukan

akselerasi belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan

mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi;

3) Melakukan pendaftaran kontrak dengan tepat waktu;

4) Melakukan pengelolaan Uang Persediaan dengan baik dan melakukan

revolving UP tepat waktu;

5) Melakukan semua pembayaran tagihan dengan tepat waktu dan meneliti

kelengkapan berkas pembayaran dengan baik baik pembayaran

menggunakan Uang Persediaan maupun dengan pembayaran LS;

C. Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang telah dipaparkan di atas,

KPP Pratama Tabanan juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu tugas-tugas

administrasi kepegawaian, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), surat

menyurat, pengelolaan keuangan dan melaksanakan tugas lain KPP Pratama

Tabanan. Kinerja lainnya yang dominan adalah administrasi kepegawaian,

penatausahaan BMN, dan tugas-tugas pengelolaan keuangan (perbendaharaan)

seperti :

1. Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai; Penilaian Pegawai; Pengisian Analisis

Beban Kinerja (ABK); Pemeringkatan; Penyelesaian Hak-hak kepegawaian

seperti layanan cuti dan izin pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), kenaikan

jabatan dan grading, kepangkatan, pencantuman gelar, ujian dinas, izin belajar,

pension pegawai, mutasi, assessment center dll;

2. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara dan SPM atas

Pengelolaan Dana DIPA dan menyampaikan ke KPPN Denpasar secara periodik

dan tepat waktu;

3. Menatausahakan dokumen-dokumen keuangan yang bersumber dari Aplikasi

SAKTI;

4. Menatausahakan dokumen-dokumen pembayaran tagihan;

5. Melakukan penyusunan anggaran melalui RKAKL dan Project Selection;

6. Menginput Data Persediaan, BMN dan SPM ke Aplikasi SAKTI;

7. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan (SAKTI) ke KPPN Denpasar;
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8. Membuat konsep rencana pemeliharaan gedung dan bangunan serta

pemeliharaan peralatan kantor;

9. Menatausahakan dan membuat laporan - laporan di Aplikasi SAKTI;

10.Menatausahakan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya;

11.Menyusun dan membuat konsep Surat Tugas dan SPD;

12.Membuat kosep rencana kebutuhan alat operasional perkantoran.

D. Realisasi Anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan mengelola DIPA Bagian Anggaran (BA)

015 dengan DIPA nomor SP DIPA-015.04.2.410016/2024 tanggal 24 November

2023. Pengelolaan DIPA 2024 digunakan untuk membiayai program-program dan

kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi kantor

pelayanan pajak maupun kegiatan penunjang lainnya telah dilakukan dan dikelola

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat sisa anggaran dari DIPA BA-15

sebagai berikut:

Kelompok Belanja Pagu DIPA
Penggunaan s/d

31 Desember
Sisa

51 (Belanja Pegawai)

52 (Belanja Barang)

53 (Belanja Modal)

Rp 535.931.000

Rp 6.224.886.000

Rp 339.998.000

Rp 524.321.000

Rp 5.987.966.894

Rp 337.913.400

Rp 11.610.000

Rp 236.919.106

Rp 2.084.600

Realisasi belanja KPP Pratama Tabanan pada Tahun Anggaran 2024 adalah

sebesar Rp 6.850.201.294,- atau sebesar 96,47% dari anggaran yang telah

ditetapkan dalam DIPA.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khusunya KPP Pratama

Tabanan telah melakukan sejumlah langkah efisiensi yang mencakup

berbagai bidang seperti anggaran, sumber daya manusia, organisasi,

pemanfaatan aset, dan teknologi informasi. Berikut adalah uraian mengenai

efisiensi yang telah dilakukan di masing-masing bidang tersebut:
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a. Efisiensi pada Bidang Anggaran: KPP Pratama Tabanan telah melakukan

pengelolaan anggaran yang lebih optimal dengan melakukan prioritisasi

terhadap kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian

target. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pengurangan biaya

operasional yang tidak efisien dan pemanfaatan anggaran yang lebih

terarah pada kegiatan yang mendukung transformasi digital dan

peningkatan layanan pajak seperti peningkatan jumlah kunungan kerja ke

wajib pajak dalam rangka konfirmasi SP2DK dan pengumpulan data

KPDL.

b. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia: KPP Pratama Tabanan juga

mengimplementasikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia

melalui peningkatan kualitas kompetensi pegawai, serta pemetaan dan

penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik secara internal

maupun eksternal, difokuskan pada peningkatan produktivitas dan

pelayanan pajak yang lebih efektif. 

c. Efisiensi dalam Organisasi: Di sisi organisasi, KPP Pratama Tabanan

melakukan penataan struktur organisasi dengan tujuan untuk mengurangi

birokrasi yang tidak perlu serta mempercepat proses pengambilan

keputusan. Efisiensi ini juga tercermin pada penyederhanaan prosedur

internal, yang mendukung kelancaran operasional dan memberikan ruang

lebih untuk fokus pada pelayanan publik.

d. Efisiensi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset: Pemanfaatan aset, baik

berupa gedung, kendaraan, maupun peralatan kantor, dioptimalkan

dengan melakukan pemeliharaan secara berkala dan mengurangi

pemborosan. KPP Pratama Tabanan juga memanfaatkan aset digital dan

sistem berbasis cloud/onedrive kemenkeu untuk mengurangi kebutuhan

akan perangkat keras fisik yang memerlukan biaya pemeliharaan yang

tinggi.

e. Efisiensi pada Teknologi Informasi: Teknologi informasi menjadi salah satu

fokus utama dalam efisiensi yang dilakukan KPP Pratama Tabanan pada
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tahun 2024. KPP Pratama Tabanan memanfaatkan teknologi digital dan

sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas layanan pajak, termasuk

melalui pengembangan aplikasi e-filing dan e-payment yang

mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Selain itu, integrasi sistem dan data antarinstansi juga diperbaiki untuk

mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempermudah akses informasi,

seperti NIK menjadi NPWP lebih memudahkan wajib pajak dalam

administrasi perpajakan.

Langkah-langkah efisiensi ini mencerminkan upaya KPP Pratama Tabanan

dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, tanpa

mengorbankan kualitas pelayanan publik, dan diharapkan dapat mendukung

pencapaian tujuan jangka panjang organisasi DJP serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.

F. Inovasi KPP Pratama Tabanan

Pegawai KPP Pratama Tabanan telah menciptakan inovasi yang digunakan

untuk membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan yang dihadapi sehingga

pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, terdapat 7 inovasi yang telah digunaan

sampai dengan saat ini, diantaranya yaitu WaZ (aplikasi Pengawasan Masa),

aplikasi Photo Tagging, MBS (aplikasi Manajemen Berkas), aplikasi TaMtaM

(Layanan Internal Mandiri dan Administrasi), Dashboard 908, Dashboard Strategis

dan PeViTa (aplikasi Pengawasan Validasi Tanah), Inovasi-inovasi tersebut dapat

diperinci sebaagai berikut:

1. WaZ (aplikasi Pengawasan Masa)

Aplikasi excel yang dibuat pada saat pandemi Covid-19, dengan tujuan utama

mengamankan penerimaan rutin dengan cara memudahkan AR melakukan

pengawasan masa. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang bisa

digunakan yaitu : membuat kertas kerja penghitungan potensi pajak,

memberikan notifikasi saat SP2DK ada pencairan, membantu membuat BA

LHP2DK dan mengadministrasikan seluruh data SP2DK dan LHP2DK AR.

Sebelum ada aplikasi ini pengawasan pembayaran masa dilakukan secara

manual dan masing-masing AR membuat penjagaan yang berbeda-beda. Satu
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hal yang juga membuat perubahan signifikan dengan aplikasi ini adalah AR tau

SP2DK mana yang cair, dimana sebelumnya belum ada aplikasi yang bisa

memberikan notifikasi kalau SP2DK tersebut cair. Jadi WaZ adalah aplikasi

yang membuat pengawasan masa menjadi sangat mudah dan tidak menyita

waktu AR, sehingga AR bisa mengambil pekerjaan lain. Aplikasi ini sudah

digunakan oleh seluruh AR pengawasan di KPP Pratama Tabanan dan sudah

diberikan IHT pada pertengahan Mei 2020 tentang tata cara pemakaian aplikasi.

WaZ Mulai digunakan di KPP Pratama Tabanan pertengahan Mei 2020 sampai

saat ini. WaZ di tampilkan oleh Kepala Kanwil DJP bali sebagai salah satu

inovasi Kanwil DJP Bali dalam Rapimnas dengan Menteri Keuangan di Jakarta

pada bulan November 2020.

2. Aplikasi Photo Tagging

Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengadministrasikan photo hasil

kunjungan/visit dan koordinat tagging Wajib Pajak serta membantu pembuatan

laporan pelaksanaan dinas luar. Cara kerja aplikasi ini adalah membaca

metadata/exif yang tersimpan pada photo pada saat visit ke lokasi Wajib Pajak.

Output lokasi tagging Wajib Pajak ditampilkan aplikasi berupa barcode. Setiap

WP yang sudah pernah dikunjungi akan muncul pada halaman aplikasi SAP

AR, sehingga AR tau siapa saja yang sudah berkunjung dan dimana lokasi

Wajib Pajak. Ketika ada pergantian AR, AR baru akan lebih mudah untuk

mengetahui lokasi WP dengan melihat data pada aplikasi photo tagging ini.

Aplikasi ini dimasukkan sebagai inovasi dalam mengikuti lomba pelayanan

tingkat pusat dan sudah dipresentasikan Kepala KPP Pratama Tabanan di

hadapan dewan juri kantor pusat pada Maret 2020.

3. MBS (aplikasi Manajemen Berkas)

Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengadministrasikan seluruh

berkas yang ada di ruang berkas seksi pelayanan ( Input - Cari - Pinjam Berkas).

Aplikasi ini sangat penting karena sistem penyimpanan berkas kita yang di acak.

Dokumen WP disimpan tidak dalam satu box yang sama, dokumen WP

disimpan tersebar secara acak dan lokasi dokumen tersimpan dalam database.

Sebelumnya aplikasi yang digunakan adalah aplikasi excel sederhana, dimana

dengan kondisi jumlah WP dan berkas yang sangat banyak meyebabkan excel
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menjadi lambat dan sering error saat dibuka. Melihat kondisi ini maka dilakukan

perbaikan dengan membuat aplikasi MBS dan memindahkan Database yang

sebelumnya di Ms excel ke Ms Access serta membuat tampilan yang lebih

menarik dan bisa di akses oleh multi user dengan aplikasi web base. Aplikasi

ini dimasukkan sebagai inovasi dalam mengikuti lomba pelayanan tingkat pusat

dan sudah dipresentasikan Kepala KPP Pratama Tabanan di hadapan dewan

juri kantor pusat.

4. Aplikasi TaMtaM (Layanan Internal Mandiri dan Administrasi)

Aplikasi berbasis web yang dibuat untuk memudahkan pegawai dalam

mengajukan permohonan Rencana Kerja dan peminjaman mobil. Tujuan lain

dari aplikasi ini adalah membuat database RK, ST dan SPD menjadi satu

database yang terintegrasi, sehingga Seksi Umum dan Kepatuhan Internal tidak

perlu lagi input SPD karena akan ter generate secara otomatis dari usulan RK

yang dibuat oleh pegawai. Aplikasi ini memiliki output Surat Tugas, SPD dan

juga pencairan SPD yang terintegrasi. Fitur lain yang ada pada aplikasi ini

adalah pengawasan mobil dinas, dimana pegawai dapat mengetahui secara

otomatis mobil yang teredia pada aplikasi. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan

pengawasan samsat dan servise mobil, dimana akan memberikan notifikasi

mobil yang akan diservices atau harus disamsat pada bulan terdekat. Aplikasi

ini dimasukkan sebagai inovasi dalam mengikuti lomba pelayanan tingkat Pusat

dan sudah dipresentasikan Kepala KPP Pratama Tabanan di hadapan dewan

juri kantor pusat pada Maret 2020. Aplikasi tidak digunakan lagi karena adanya

aturan untuk semua surat-surat resmi (termasuk ND internal) harus

menggunakan aplikasi Nadine.

5. Dashboard 908

Aplikasi excel yang dibuat untuk membantu memudahkan pengawasan

terhadap kinerja penerimaan kantor. Penerimaan dapat dilihat per AR, per jenis

pajak, per bulan, per sektor dominan serta untuk mengetahui Wajib Pajak yang

mengalami penurunan atau peningkatan pembayaran. Aplikasi ini juga sudah

digunakan di KPP Pratama Singaraja sejak Oktober 2020, sesuai denan ND

nomor ND-487/WPJ.17/KP.03/2020 tentang Permintaan Aplikasi Pengawasan

Pembayaran Wajib Pajak (Dashboard).
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6. Dashboard Strategis

Aplikasi excel yang dibuat untuk membantu AR strategis dalam menyajikan

kinerja penerimaan, pelaporan SPT, pengawasan pembayaran masa,

pengawasan realisasi EE, Pengawasan KKPt komprehensif dan pengawasan

pembayaran per WP. Aplikasi ini juga untuk memudahkan laporan kinerja

seluruh AR strategis saat rapat dengan kepala KPP ataupun dengan Kanwil,

karena semua capain IKU ataupun non IKU sudah ditampilkan disana.

7. PeViTa (aplikasi Pengawasan Validasi Tanah)

Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengadministrasikan seluruh data

permohonan validasi tanah/bangunan yang diterima oleh KPP Pratama Tabanan

melalui TPT dan membantu meneruskan ke seksi terkait. Untuk sementara

aplikasi hanya mengadministrasikan data dan kedepan akan dikembangkan

untuk membantu mempermudah AR melakukan validasi penjualan

tanah/bangunan dengan memunculkan notifikasi di SAP setiap ada Wajib Pajak

yang mengajukan permohonan dan akan dibuat database standar harga

perwilayah.

8. SAP (Sistem Administrasi dan Pengawasan Data Wajib Pajak)

Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengadministrasikan seluruh data

wajib pajak KPP Pratama Tabanan. Selain untuk pengadministrasian data,

aplikais ini juga dibuat untuk membantu memudahkan pengawasan terhadap

kinerja penerimaan kantor, aplikasi SAP dikembangkan untuk membantu

mempermudah AR melaksanakan pengawasan tgerhadap wajib pajak yang

memiliki data potensi.

9. Peta Tematik

Peta Tematik merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk

menyimpan, melakukan pengawasan, dan pengelolaan data penyisiran dan

penguasaan wilayah oleh AR pada saat melaksanakan kunjungan/visit dan

koordinat Wajib Pajak serta membantu pembuatan laporan pelaksanaan dinas

luar.
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10. Inovasi Podcast Edukasi Tabanan (PESTA)

Sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah banyak menerbitkan aturan baru

yang dapat meringankan beban perpajakan wajib pajak, tetapi masih banyak

wajib pajak yang belum mengetahui informasi karena kurangnya informasi yang

diberikan. KPP Pratama Tabanan mengusung Inovasi berupa Podcast Edukasi

demi menunjang penyebaran informasi perpajakan kepada wajib pajak dengan

cara membuat video mengenai tema atau peraturan terbaru kemudian

mempostingnya pada laman media sosial KPP Pratama Tabanan.

11. Inovasi Monitoring Jam Kerja Pegawai (MANJA)

Penegakan Aturan Disiplin dilaksanakan dalam rangka menertibkan pegawai di

Lingkungan KPP Pratama Tabanan. Salah satunya dengan melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan jam kerja oleh masing-masing

pegawai. Inovasi ini dilaksanakan untuk melakukan rekapitulasi daftar hadir

pegaewai setiap Triwulan dan melakukan monitoring serta evaluasi saat acara

internal Kantor diselenggarakan.

12. Inovasi Hasil Kinerja Pegawai Tabanan (HAJATAN)

Inovasi ini diadakan karena belum adanya pedoman yang sama di dalam

penilaian kinerja pegawai yang akan digunakan dalam pemeringkatan pegawai.

Maka, setelah dilaksanakannya inovasi ini terdapat pedoman yang sama dalam

penilaian pegawai sehingga mendapatkan hasil yang lebih obyektif dan lebih

menggambarkan kinerja pegawai dalam suatu periode tertentu.

13. Inovasi Pemutakhiran Database Wajib Pajak melalui Data Asistensi

Pelaporan SPT Tahunan

Validitas data wajib pajak yang kurang optimal menyebabkan wajib pajak sulit

untuk dihubungi. Penyampaian surat resmi ke alamat wajib pajak seringkali tidak

sampai karena alamat yang dituju berbeda dengan yang ditulis, oleh karena itu

diadakan inovasi pemutakhiran data wajib pajak sesuai dengan data asistensi

pelaporan SPT Tahunan ini melalui penjagaan manual pada absensi buku tamu

berupa nomor telepon dan alamat wajib pajak kemudian diinput pada Masterfile
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14. Inovasi Pengendalian Internal pada Monitoring Penyelesaian Permohonan

SPTLB

Inovasi diadakan untuk memastikan bahwa permohonan SPT LB tidak ada yang

terlewat yang disebabkan oleh tidak adanya pengendalian atas pegawai yang

bertanggungjawab memproses penyelesaian SPT LB tersebut. Inovasi ini dibuta

oleh pelaksana UKI menggunakan penjagaan manual jumlah permohonan

diproses dan selesai, kemudian dibuat laporan pelaksanaannya untuk dilaporkan

kepada Kepala KPP.

15. Inovasi Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan KPP Pratama Tabanan

melalui Whatsapp

Inovasi Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan KPP Pratama Tabanan melalui

Whatsapp ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam memberikan

kritik/saran atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPP Pratama Tabanan.

Layanan inovasi ini bisa diakses melalui linktree yang terdapat pada media sosial

KPP Pratama Tabanan.

16. Inovasi Percepatan Penyelesaian Permohonan Validasi SSP PPhTB

Demi mempercepat pelayanan, KPP Pratama Tabanan membuat inovasi

dengan mempercepat penyelesaian permohonan Validasi SSP mejadi 1 hari

kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dengan permohonan Valisadi

SSP PPhTB dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat diharapkan dapat

terciptanya pelayanan yang lebih cepat dan mudah.

17. Inovasi Penerapan Flexible Workspace pada KPP Pratama Tabanan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, KPP Pratama

Tabanan membuat inovasi berupa Flexible Workspace (tempat kerja fleksible).

Flexible Workspace merupakan area-area yang dapat dimanfaatkan untuk

melaksanakan pekerjaan sehari-hari diluar TPT sehingga dapat memberikan

kenyamanan dalam pemberian layanan, baik itu rasa aman dari ancaman virus

dan kenyamanan karena wajib pajak dan petugas dapat saling berkomunikasi

secara langsung.
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G. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2024, KPP Pratama Tabanan melaksanakan berbagai program

evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Program evaluasi

ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap seksi/unit yang ada di dalam

KPP Pratama Tabanan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta

untuk mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Berikut

adalah uraian mengenai program evaluasi internal yang dilakukan oleh KPP

Pratama Tabanan serta tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh

Unit Kepatuhan Internal:

a. Program Evaluasi Internal: KPP Pratama Tabanan secara rutin

melaksanakan evaluasi internal yang melibatkan berbagai seksi di dalam

unit kerja. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan

kebijakan, program, dan proyek yang sedang berjalan. Salah satu aspek

yang dievaluasi adalah pencapaian target dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran

dan sumber daya lainnya. Evaluasi internal ini dilakukan melalui audit

kinerja dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh unit kepatuhan

internal KPP Pratama Tabanan. Dalam pelaksanaannya, program evaluasi

ini juga melibatkan pengumpulan data secara berkala mengenai

pencapaian kinerja dan pengawasan terhadap setiap proses operasional.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana seksi-

seksi yang ada pada unit organisasi KPP Pratama Tabanan telah

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana dan standar yang

telah ditetapkan oleh DJP. 

b. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja: Setelah evaluasi

internal dilakukan, kepala KPP Pratama Tabanan dan unit kepatuhan

internal akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada seksi-seksi

terkait. Rekomendasi ini umumnya mencakup langkah-langkah perbaikan

dalam hal pengelolaan anggaran, proses administrasi, manajemen

sumber daya manusia, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan
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efisiensi dalam pengelolaan kinerja organisasi. Beberapa rekomendasi

yang mungkin diberikan antara lain:

- Perbaikan dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari

pemborosan dan memastikan alokasi dana tepat sasaran.

- Penyederhanaan prosedur internal untuk mempercepat proses kerja

dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau

pemetaan ulang posisi untuk memastikan pegawai berada di posisi

yang sesuai dengan kompetensinya.

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan

akurasi dan kecepatan pelayanan serta pengawasan.

c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi Kinerja: Untuk memastikan

bahwa rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan dengan efektif, KPP

Pratama Tabanan melakukan tindak lanjut yang terstruktur dan

berkelanjutan melalui pelaksanaan rapat pembinaan. Langkah-langkah

tindak lanjut yang dibahas dalam rapt pembinaan ini meliputi:

- Penetapan Rencana Aksi: Setiap seksi yang menerima rekomendasi

wajib menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi

tersebut. Rencana aksi ini mencakup target waktu, pihak yang

bertanggung jawab, serta indikator pencapaian yang jelas.

- Pemantauan dan Pelaporan: KPP Pratama Tabanan melakukan

pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana aksi

tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan

kemajuan akan disampaikan kepada kepala KPP Pratama Tabanan

untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut tersebut berhasil.

- Penyusunan Laporan Akhir: Setelah tindak lanjut diterapkan, unit

organisasi akan menyusun laporan yang menunjukkan hasil perbaikan

yang telah dilakukan, serta membandingkan antara kondisi sebelum

dan setelah penerapan rekomendasi. Laporan ini akan menjadi bahan

evaluasi bagi pihak yang berwenang untuk menilai keberhasilan

perbaikan yang telah dilakukan.
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Dengan adanya program evaluasi internal dan tindak lanjut terhadap

rekomendasi hasil evaluasi, KPP Pratama Tabanan dapat terus

memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan

tugas dan fungsi organisasi. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas KPP Pratama Tabanan

dalam mencapai tujuannya, serta memastikan bahwa terus memenuhi

standar akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas agar selaras

dengan visi dan misi DJP.
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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data – data yang telah kami sampaikan di atas, secara umum

tingkat pencapaian rencana strategis dan sasaran strategis terhadap realisasinya

sudah mencapai target yang ditentukan. Hal ini dimungkinkan karena kerja keras

semua pegawai KPP Pratama Tabanan dan pihak-pihak yang terkait, dalam

mencapai rencana strategis dan sasaran strategis tersebut.

Dengan wilayah kerja KPP Pratama Tabanan yang tersebar di 2 (dua) wilayah

kabupaten dan kondisi geografis tiap-tiap daerah berbeda yang tidak sebanding

dengan jumlah pegawai, maka pelaksanaan pelayanan perpajakan lebih banyak

dilakukan dengan menghimbau wajib pajak baik melalui surat, pengumuman atau

telepon untuk langsung datang ke Kantor KPP Pratama Tabanan. Pada Tahun 2023

ini KPP Pratama Tabanan memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas

Korupsi (ZI-WBK), Peringkat III Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Bali,

KPP dengan Capaian tingkat Pelaporan SPT Tahunan tertinggi tahun 2021 dan

2022 tingkat Kanwil DJP Bali

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tabanan diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam

mewujudkan visi, misi dan nilai Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya

akan tercapainya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tabanan disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

b. Peta Startegis Tahun 2024

c. Rincian Target Kinerja Kepala KPP Pratama Tabanan

d. Sasaran Kinerja Pegawai KPP Pratama Tabanan

e. Bukti Pendukung Inovasi KPP Pratama Tabanan
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
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PETA STRATEGI TAHUN 2024
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RINCIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
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INISIATIF STRATEGIS KEPALA KPP
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SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2024
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Adenddum PK/SKP
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BUKTI PENDUKUNG INOVASI

1. WaZ (aplikasi Pengawasan Masa)

Gambar 1. Tampilan menu pengawasan masa

Gambar 2. Tampilan menu penghitungan potensi pajak



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA TABANAN Halaman 100

2. Photo Tagging

Gambar 3. Tampilan data photo dan tagging Wajib Pajak
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3. MBS (Manajemen Berkas)

Gambar 4. Tampilan homepage aplikasi MBS

Gambar 5. Tampilan menu pada aplikasi MBS
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4. TamTam

Gambar 6. Tampilan menu  input rencana kerja

Gambar 7. Tampilan menu Kasuki
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5. Dashbord 908

Gambar 8. Tampilan menu pengawasan penerimaan

Gambar 9. Tampilan menu pengawasan penerimaan dan pertumbuhan penerimaan AR
perbulan
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6. Dashboard Strategis

Gambar 10. Tampilan menu daftar KKPt komprehensif AR Strategis

Gambar 11. Tampilan menu pengawasan pembayaran dan pertumbuhan pembayaran
WP perbulan
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7. PeViTa

Gambar 12. Jumlah data perekaman data

Gambar 13. Rincian data validasi
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8. SAP (Sistem Administrasi dan Pengawasan Data Wajib Pajak)

Gambar 14. Tampilan pada menu SAP

9. Peta Tematik

Gambar 15. Tampilan aplikasi peta tematik
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10. Inovasi Podcast Edukasi Tabanan (PESTA)

Gambar 16. Tampilan podcast pada Instagram (@pajaktabanan)

11. Inovasi Monitoring Jam Kerja Pegawai (MANJA)

Gambar 17. Evaluasi Kepala Kantor terhadap Monitoring Jam Kerja Pegawai
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Gambar 18. Tampilan monitoring jam kerja

12. Inovasi Hasil Kinerja Pegawai Tabanan (HAJATAN)

Gambar 19. Pemberian Piagam kepada pegawai

Gambar 20. Kepala Kantor menyampaikan hasil kinerja pegawai Tabanan
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13. Inovasi Pemutakhiran Database Wajib Pajak melalui Data Asistensi Pelaporan SPT

Tahunan

Gambar 21. Tampilan pegawai sedang menginput database wajib pajak

14. Inovasi Pengendalian Internal pada Monitoring Penyelesaian Permohonan SPTLB

Gambar 23. Tampilan monitoring SPTLB



LAKIN TAHUN 2024 KPP PRATAMA TABANAN Halaman 110

Gambar 24. Tampilan monitoring SPTLB

15. Inovasi Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan KPP Pratama Tabanan melalui

Whatsapp

Gambar 25. Proposal Inovasi

16.  Inovasi Percepatan Penyelesaian Permohonan Validasi SSP PPhTB

Gambar 26. Inovasi Percepatan Pelayanan SSP PPhTB
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17.  Inovasi Penerapan Flexible Workspace pada KPP Pratama Tabanan

Gambar 27. Pegawai menggunakan Selasar KPP untuk melayani wajib pajak

Gambar 28. Pegawai melayani wajib pajak pada area flexible working space
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